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ABSTRAK 
 
NINIK PURWANTI, 2008. IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP 
PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG 
HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN 
NEGERI SURAKARTA  Penelitian ini mengkaji dan menjawab 
permasalahan mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 
pelanggar pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul 
dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku pelanggar pasal 506 KUHP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
empirik yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan 
data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data primer 
dikumpulkan dengan tehnik wawancara terstruktur (interview guide). Wawancara 
dilakukan secara mendalam (in depht interviewing). Untuk mengumpulkan data 
sekunder digunakan teknik mencatat dokumen. Tehnik analisis yang digunakan  
bersifat kualitatif interaktif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yaitu cara-
cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kearah hal-hal yang 
bersifat umum. 
Bahwa dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 
KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses 
persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah bahwa Hakim menerapkan 
sanksi pidana  tidak sesuai peraturan yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP, 
dimana sanksi pidana dalam Pasal 506 KUHP berupa kurungan selama 1 (satu) 
tahun, tanpa adanya pidana tambahan maupun denda. Sedangkan  Hakim 
menerapkan sanksi pidana selama 3 bulan kurungan. 
Adapun hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 
pelanggar Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul 
dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah terletak pada 
Aparat Penegak Hukum yang melakukan penangkapan terhadap pelaku pelanggar 
Pasal 506 KUHP, apakah Penegak Hukum mampu mengumpulkan saksi maupun 
barang bukti, dimana apabila penegak hukum tidak menemukan atau 
menghadirkan saksi maupun barang bukti yang cukup dalam pemeriksaan di 
Pengadilan maka hal tersebut akan menghambat Hakim dalam menerapkan sanksi 
pidana dan tidak adanya kewenangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan 
lebih dari pemidanaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.  
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DAFTAR PUSTAKA 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
   Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan 
dengan tegas bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum. Dalam 
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia 
membutuhkan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. 
Tujuannya adalah untuk menyelesaikan adanya berbagai bentuk pelanggaran 
maupun kejahatan dengan seadil-adilnya. 
 
                   Usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara 
berkelanjutan atau yang disebut juga dengan istilah pembangunan nasional, 
dilakukan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan 
global. Salah satu aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi sasaran 
pembangunan di bidang hukum yang merupakan suatu konsekuensi dari 
predikat bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sasarannya adalah terbentuk 
dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, yang bersumber pada Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan 
perlindungan hukum yang bertumpu kepada kebenaran dan keadilan. 
 
        Perkembangan peradaban di dunia barat dan timur yang semula 
tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriarkis telah terkikis dengan 
meninggalkan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan dan struktur 
masyarakat serta telah menciptakan ketimpangan gender. Dalam era reformasi 
ini terbuka lebar bagi setiap Warga Negara Indonesia baik pria maupun wanita 
untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum. Kebudayaan global 
tengah mendesak kepentingan kesetaraan gender keseluruh penjuru dunia 
termasuk Indonesia. Tidaklah mungkin diingkari, kita telah melepaskan 
1 
pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah 
sebagai ibu rumah tangga yang sebatas melakukan pekerjaan rumah tangga 
belaka, tetapi masih diharapkan “kewajiban domestik” dapat tertanggulangi 
bersama secara kemitrasejajaran serta dengan berbagai peran dalam keluarga 
yang sejahtera.  
 
                 Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu 
dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala 
bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam 
berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan, 
harus segera dihentikan tanpa kecuali.  
                  Di dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan 
teganya telah memperlakukan perempuan dan anak untuk kepentingan bisnis, 
yakni melalui trafiking. Trafiking terhadap perempuan dan anak merupakan 
pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan sperti 
barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan, dan dijual kembali serta 
dirampas hak asasinya bahkan berisko kematian. Gejala ini berkembang dan 
berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan 
dan perhambaan. Selama ini trafiking hanya dianggap terbatas pada bentuk 
prostitusi, padahal dalam kenyataannya mencakup banyak bentuk dari kerja 
paksa.  
                     Di Indonesia, korban-korban trafiking sering kali digunakan untuk 
tujuan eksploitasi seksual misalnya dalam bentuk pelacuran dan poedophilia, 
serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti 
di perkebunan, di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, tenaga 
penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, pengemis jalanan, selain peran 
sebagai pelacur. Korban trafiking biasanya anak dan perempuan berusia 
muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka 
yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya sebagian 
penghasilannya diberikan kepada keluarga. Anak korban trafiking sering kali 
berasal dari masyarakat yang diharapkan dapat menambah penghasilan 
keluarga.     
                      Salah satu hal yang paling sulit  dalam menghadapi manusia yang 
diperdagangkan sebagai pekerja paksa, perbudakan adalah  kecenderungan 
pemerintah-pemerintah di seluruh dunia  memperlakukan manusia yang 
diperdagangkan sebagai penjahat  atau pekerja tanpa dokumen yang tidak 
dikehendaki kehadirannya, daripada sebagai umat manusia yang dijamin hak-
haknya. Respon yang memadai, berupa penghormatan terhadap hak asasi 
dalam hukum, kebijakan dan praktek adalah sangat tidak  memadai di seluruh 
dunia. Terkadang seorang korban berusaha sendiri untuk membebaskan 
dirinya atau dibebaskan oleh rekannya dari para penyekap.  Mereka sering 
mengalami reviktimisasi oleh pemerintah di negara tujuannya.   Di negara-
negara yang melakukan aksi memerangi trafficking, fokus utamanya adalah 
mengenai penuntutan, pengawasan perbatasan dan kerjasama di lintas batas, 
suatu langkah yang dilakukan sendirian, tidak akan menahan laju kejahatan 
ini. Tampaknya masalah kondisi psikologi korban yang mengalami trauma 
akibat trafficking kurang dipedulikan.      
                       Para Pedagang merekrut para korban melalui iklan, perkenalan 
biasa dan sebagainya. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, dokumen-
dokumen para korban biasanya diambil dan mengakhirinya dengan 
eksploitasi, dipaksa untuk membayar kembali hutang-hutang tanpa bukti  di 
bawah ancaman kekerasan.  Beberapa dari mereka bahkan dipaksa bekerja di 
bawah sekapan termasuk eksploitasi sex. Sementara itu keluarga mereka juga 
diancam jika mereka tidak mau bekerja sama. Wanita dan gadis yang dipaksa 
bekerja  sebagai pelacur dijebak dengan ancaman bahwa akan diberitahukan 
kepada keluarganya tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya. Anak-anak 
yang diperdagangkan sangat bergantung kepada pedagangnya dalam hal 
makan, tempat berteduh dan kebutuhan dasar lainnya. Para pedagang juga 
menakut-nakuti para korbannya bahwa  penguasa di negara asingnya akan 
mengadili atau memulangkannya, jika mereka minta bantuan.               
                  Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan, Indonesia sebagai negara pengirim mempunyai 
catatan kasus cukup tinggi, yaitu 7000 kasus dan diperkirakan hanya 
merupakan ujung dari persoalan yang lebih besar (Kompas, 2002). Peringkat 
pertama dan kedua diduduki oleh  negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.   
Malaysia menduduki peringkat yang sama dengan Indonesia, akan tetapi 
Malaysia sebagai negara penerima. Beberapa daerah yang dicatat sebagai 
daerah-daerah asal adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan 
Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, 
Papua dan Sumatera Utara.  Pola yang digunakan sangat bervariasi, akan 
tetapi mayoritas dikemas dalam bentuk pengiriman tenaga kerja. Ada juga 
kasus lain, yang baru-baru ini terjadi, yaitu pengiriman duta kesenian dari 
Bali, yang ternyata dipekerjakan di klub malam. 
   Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) yang sekarang 
berlaku belum mengatur perlindungan hukum pada perempuan terhadap 
tindak kekerasan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Contohnya 
dalam kasus pemerkosaan memang ditentukan sebagai tindak  pidana dan ada 
sanksi hukumnya, tetapi ketentuan yang mengharuskan adanya “bukti” 
mempersulit seorang perempuan untuk menyeret pelakunya ke Pengadilan. 
Biasanya tidak ada saksi saat pemerkosaan terjadi dan membuktikan 
pemerkosaan melalui visum et repertum dokter belum tentu berhasil apabila 
peristiwa sudah lama terjadi. Memaksa istri untuk berhubungan badan belum 
diakui sebagai “pemerkosa” (marital rape) menurut hukum. Dengan demikian 
KUHP belum sepenuhnya menampung kepentingan perempuan atas 
perlindungan terhadap kekerasan seksual karena peraturan-peraturan tersebut 
tidak memadai dan tepat guna.  
 
   Pengertian “kekerasan” dalam Pasal 89 KUHP mempunyai 
pengertian yang sempit yaitu mengurung seseorang dalam ruang tertutup 
termasuk perbuatan kekerasan. Pengertian kekerasan menurut Deklarasi 
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Majelis Umum PBB 1993),  
diperluas termasuk kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi 
dalam keluarga, masyarakat dan dilakukan serta dibenarkan oleh negara. 
Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351, 353, 354 KUHP apabila dilakukan  
terhadap ibunya, istrinya, hukumannya ditambah dengan 1/3 nya (Pasal 356 
KUHP), namun oleh penegak hukum jarang diterapkan. Dalam hal ini 
peraturannya memadai tetapi tergantung dari para pelaksana dan para penegak 
hukum, karena bilamana tidak didakwakan oleh jaksa,  maka hakim tidak 
dapat memutuskan atas dasar pemberatan berdasarkan Pasal tersebut. Dengan 
kondisi yang demikian para penegak hukumlah yang belum sensitif gender. 
 
   Kota Surakarta mulai dikenal sejak perjanjian Giyanti yang 
membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi 2 (dua) yaitu Keraton Kasunanan 
Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta. Kota Surakarta mencatat 
banyak sekali menyumbangkan sejarah bagi Bangsa Indonesia salah satunya 
PON I 1948 yang diadakan di Kota Solo, Kota ini juga terkenal dengan 
kebudayaannya, batiknya dan terdapat Keraton Kasunanan Surakarta yang 
banyak dikunjungi para turis akan tetapi dibalik ini semua Kota Surakarta juga 
terdapat fenomena tentang maraknya Tindak Pidana Mucikari dimana 
seseorang menampung para PSK disuatu penampungan dan 
mempekerjakannya sebagai pelacur atau melakukan perbuatan cabul untuk 
mendapat keuntungan. 
   
   Pengaturan tentang Mucikari (germo) dalam KUHP Pasal 506 
termasuk kualifikasi pelanggaran terhadap ketertiban umum dengan hukuman 
maksimum 3 bulan, benar-benar dirasakan tidak memadai dibandingkan 
dengan tindak pidana yang dilakukannya.  Kekejaman lahir maupun batin 
yang dilakukan terhadap korban, sebaliknya besarnya keuntungan yang 
diterima oleh mucikari terhadap penderitaan korban.  
 
   Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : 
“IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU 
PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 
PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN 
CABUL  (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta) 
 
B. Perumusan Masalah 
 
   Dalam suatu penelitian adanya perumusan masalah sangatlah 
penting karena merupakan suatu pedoman untuk mengidentifikasikan 
persoalan yang diteliti, serta untuk mempermudah pembatasan permasalahan 
sehingga sasaran yang hendak dicapai lebih jelas, tegas dan terarah sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
 
  Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di 
atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 
506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam 
proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta? 
 2.  Apakah hambatan-hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku    
pelanggar Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan 
cabul dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
 
 
 
 
C.  Tujuan Penelitian 
 
1. Tujuan Objektif 
a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemidanaan terhadap 
pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP tentang penarikan 
keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses persidangan di 
Pengadilan Negeri Surakarta. 
b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam penerapan 
sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 KUHP tentang 
penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses 
persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 2. Tujuan Subjektif 
a) Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana 
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
  Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, penelitian ini 
diharapkan dapat memberi hasil guna sebagai berikut : 
 1.    Manfaat Teoritis 
a) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
    b) Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta 
menambah pengetahuan tentang hukum khususnya Hukum Acara 
Pidana. 
 c) Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis 
berikutnya di samping itu sebagai pedoman peneliti yang lain. 
 
 2. Manfaat Praktis 
 a) Untuk lebih mengembangkan penalaran. Membentuk pola pikir 
yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. 
 b) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 
para pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
 
E. Metode Penelitian 
 
  Pengertian metode sendiri adalah usaha untuk menemukan, 
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 
dilakukan dengan metode ilmiah” (Sutrisno Hadi, 1994). Dengan demikian 
pengertian metode sebenarnya adalah bagaimana penelitian akan dijalankan. 
Guna mendapatkan data dan pengolahan data yang diperlukan dalam 
kerangka penyusunan penulisan hukum ini, penyusun menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut : 
 
 1. Jenis Penelitian 
    Sebagai penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk penelitian 
hukum empiris. Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini 
termasuk penelitian kualitatif. Sifat penelitian adalah deskriptif yaitu 
penelitian yang dimaksud untuk memberikan data-data seteliti mungkin 
tentang manusia, atau keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini 
berusaha memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang penerapan 
sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 KUHP tentang 
penarikan keuntungan atas perbuatan cabul. 
 
 2.  Lokasi Penelitian 
         Penelitian ini mengambil lokasi di  Pengadilan Negeri Surakarta, 
dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta pernah 
menangani tindak pidana penarikan keuntungan atas perbuatan cabul 
(Pasal 506 KUHP). 
 
 3.    Jenis Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
   a) Data Primer 
 yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian 
melalui wawancara dengan sumber data primer. 
   b) Data Sekunder 
 yaitu sejumlah data yang diperoleh dan keterangan keterangan atau 
fakta-fakta yang secara tidak langsung melalui beberapa dokumen 
resmi, laporan, literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
 
 4.  Sumber Data 
   a) Sumber Data Primer 
 yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari pihak yang 
berhubungan langsung dengan permasalahan tersebut, dalam hal ini 
yang menjadi sumber data primer adalah keterangan dari Pengadilan 
Negeri Surakarta, khususnya Hakim yang pernah atau sedang 
menangani perkara kejahatan penarikan keuntungan atas perbuatan 
cabul. 
  b) Sumber Data Sekunder 
 yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung antara lain 
meliputi buku ilmiah dan peraturan pemerintah yang terkait dengan 
penelitian ini.  
  c) Sumber Data Tersier 
 yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap 
bahan data primer dan bahan data sekunder, misalnya kamus, 
ensiklopedi, indeks kumulatif. 
 5. Teknik Pengumpulan Data    
   a) Wawancara 
 yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara  
langsung dengan Hakim yang telah atau sedang menangani tindak 
pidana penarikan keuntungan atas perbuatan cabul. 
  b) Studi  Kepustakaan 
 yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari referensi yang 
berkaitan masalah yang diteliti. 
 
 6.  Teknik Analisis Data 
 Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif 
yaitu ; data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap : mereduksi 
data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu 
dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data 
yang terkumpul akan berhubungan dengan lainnya secara sistematis.  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
 Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum.   
 Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-
tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan 
pemahamanan terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan 
hukum tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 
BAB I : PENDAHULUAN 
 
  Bab ini berisi uraian penulis tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, teknik analisis data 
dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
 
  Bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori atau penjelasan 
secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang digunakan yang berkenan 
dengan judul dan masalah yang diteliti, memperjelas konsep-konsep dan 
landasan kerangka teoritis. Hal tersebut meliputi : pengertian proses 
pemeriksaan di persidangan, pengertian putusan pengadilan, pengertian 
barang bukti, dan diuraikan juga tentang pengertian tentang tindak pidana 
keuntungan atas pebuatan cabul/tindak pidana mucikari (Pasal 506 KUHP). 
Hal tersebut ditujukan agar pembaca dapat memahami tentang permasalahan 
yang penulis teliti. 
 
BAB III : HASIL PENELITIAN 
 
  Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasannya 
dikaitkan dengan permasalahan dengan tehnik analisis data yang ditentukan 
dalam sub bab metode penelitian. Dalam bab ini pula penulis akan 
membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya : 
Pertama,  implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 
KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses 
persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua, hambatan-hambatan 
yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar 
Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam 
proses persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. 
 
 
BAB IV : PENUTUP 
 
  Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan 
secara singkat dan jelas untuk menjawab masalah penelitian. Saran 
dirumuskan bertolak dari kesimpulan penelitian dan mengarah pada 
rekomendasi yang bersifat konkrit. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
         1.  Tinjauan Proses Pemeriksaan Perkara Di Persidangan 
 
Jenis acara pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga , yaitu : 
  a.   Acara Pemeriksaan Biasa 
Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai 
dengan Pasal 202 KUHAP. Di dalam acara pemeriksaan biasa, 
proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan 
sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut 
umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh 
penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti 
yang dipergunakan berpedoman kepada ketentuan yang telah 
digariskan undang-undang.  Perkara tindak pidana yang ancaman 
hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya yang 
memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan acara biasa, 
sedangkan perkara yang ancaman hukumannya ringan serta 
pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan acara 
singkat. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingannya acara 
pemeriksaan biasa yang paling utama dan paling luas pengaturannya, 
hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam acara pemeriksaan 
biasa inilah pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan 
berat, pada ketentuan-ketentuan yang di atur dalam pasal-pasal acara 
pemeriksaan biasa (M.Yahya Harahap, 2002: 109). 
    b.  Acara Pemeriksaan Singkat 
Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 dan 204 
KUHAP. Di dalam acara pemeriksaan singkat pada prinsipnya sama 
dengan acara pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam pemeriksaan 
singkat ini pembuktian dan penerapan hukum mudah dan sifatnya 
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sederhana. Perbedaan dengan acara pemeriksaan biasa, pada acara 
pemeriksaan singkat, penuntut umum tidak perlu membuat surat 
dakwaan, cukup jika penuntut umum memberitahukan alasannya 
secara lisan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa 
(Andi Hamzah, 2002: 310) 
c.  Acara Pemeriksaan Cepat 
Acara pemeriksaan cepat di atur dalam Pasal 205 sampai dengan   
Pasal 216 KUHAP. Acara pemeriksaan cepat diperinci menjadi dua, 
yaitu : 
1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 205 sampai    
dengan Pasal 210 KUHAP). 
Tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara 
ringan undang-undang tidak menjelaskan, akan tetapi undang-
undang menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. 
Ancaman pidana yang menjadi ukuran dalam acara pemeriksaan 
tindak pidana ringan, di atur dalam Pasal 205 ayat (1), yaitu : 
a) Tindak pidana yang ancaman pidananya “ paling lama 3 bulan 
” penjara atau kurungan 
b)  Atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,00, dan 
c) “Penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam Pasal 315 
KUHP. Ini merupakan pengecualian dari ketentuan yang 
disebut di atas karena ancaman hukum pidana yang 
dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP paling lama 4 bulan. 
 
2)   Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. 
Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan ini di 
atur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Perkara 
lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran 
peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. 
 
 
2.  Tinjauan tentang Putusan Pengadilan 
 
a. Pengertian Putusan 
Pengertian dari putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 butir 
11 KUHAP yang berisi bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan 
hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa 
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam 
hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini. 
Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, 
maka ia mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan 
tuntutannya, setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya  
membacakan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut 
umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya 
mendapat giliran terakhir ( Pasal 182 ayat (1) KUHAP). Menurut 
ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan 
secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada pihak 
yang berkepentingan. Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang 
menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan 
ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan 
hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan 
penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya dengan 
memberikan alasannya. 
Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan 
musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu 
musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, 
penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. 
Selanjutnya di dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP menyatakan bahwa 
musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan 
dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, 
sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim 
ketua majelis dan semua pendapat harus disertai dengan 
pertimbangan dan alasannya. 
 
 Sedangkan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur mengenai 
proses pengambilan putusan oleh hakim sedapat mungkin 
musyawarah hakim merupakan hasil permufakatan yang bulat, 
kecuali jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak 
dapat tercapai, maka ditempuh dengan dua cara, yaitu : 
1) Putusan diambil dengan suara terbanyak 
2) Jika yang tersebut pada huruf 1 tidak juga dapat diperoleh 
putusan, maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling 
menguntungkan bagi terdakwa. 
Pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam buku 
himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan 
isi buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP). 
Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada 
hari itu juga atau hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan 
kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum (Pasal 184 
ayat (8) KUHAP). Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada 
surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang 
pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Semua putusan pengadilan hanya 
sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang 
terbuka untuk umum, putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa 
kecuali dalam KUHAP dan undang-undang lain menentukan lain, 
surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika 
setelah putusan itu diucapkan (Pasal 200 KUHAP). 
b.   Isi putusan 
1) Putusan Bebas 
 Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau 
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquitta. 
Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan 
dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. 
Tegasnya terdakwa, ”tidak dipidana”. 
  Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus 
bebas? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan 
bebas, mari kita perhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1), yang 
menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat: 
-  dari hasil pemeriksaan ”di sidang” pengadilan; 
-  kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya  
”tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. 
 
Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang 
dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan: 
a) Tidak Memenuhi Asas Pembuktian Menurut Undang-undang 
Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup   
membuktikan kesalahan terdakwa segaligus kesalahan 
terdakwa tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim. 
b) Tidak Memenuhi Asas Batas Minimum Pembuktian 
  Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung 
oleh salah satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 
183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, 
harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah. 
 
  Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian 
dan pendapat hakim: 
(1)  Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali 
tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di 
persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, 
surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak 
dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti 
perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat 
bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 
terdakwa, atau 
(2) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang 
didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian.  
(3)  Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, 
kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan 
hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem 
pembuktian yang dianut Pasal 183; yang mengajarkan 
pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. 
Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat 
bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. 
Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai 
cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini 
akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan 
hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan 
yang akan diajukan pengadilan, membebaskan terdakwa 
dari tuntutan hukum. 
 
2)  Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum 
   Kalau putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat 
(1) maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur 
dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi: ” jika pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 
terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 
tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum.” 
 
 Pada masa yang lalu putusan pelepasan dari segala tuntutan 
hukum disebut onslag van recht vervolging, yang sama 
maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan 
dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria: 
- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti 
secara sah dan meyakinkan; 
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak 
pidana. 
 
3)  Putusan Pemidanaan 
                           Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 
KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana 
sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak 
pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 
193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa 
didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan 
berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan 
hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, 
apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem 
pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan 
dalam Pasal 183, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah  yang memberi 
keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. 
 
   Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada 
seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah 
untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang 
disebut dalam Pasal pidana yang didakwakan. Memang benar, 
hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang 
akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang 
memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana 
antara hukuman ”minimum” dan ”maksimum” yang diancamkan 
dalam Pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang 
diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim 
menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada 
ancaman yang disebutkan dalam Pasal pidana yang didakwakan. 
Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana 
yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat 
ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana 
yang dilakukannya. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam 
berbagai putusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan 
tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang menegaskan 
bahwa ”mengenai ukuran hukuman adalah wewenang judex 
factie yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali  apabila  judex 
factie menjatuhkan hukuman yang tidak diatur oleh undang-
undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan hukuman.” 
 
   Untuk melihat status terdakwa yang dapat diperintahkan 
pengadilan berbarengan dengan saat putusan diucapkan, 
berpedoman kepada Pasal 193 ayat (2). Dari ketentuan ayat (2) 
ini, ada berbagai status yang dapat diperintahkan pengadilan 
terhadap seorang terdakwa yang dijatuhi dengan putusan pidana. 
  (a)  Jika terdakwa tidak ditahan 
   Seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan terdakwa 
berada dalam status ”tidak” ditahan, berarti selama atau 
setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada 
dalam status tidak ditahan. Mungkin mulai dari penyidikan, 
penuntutan sampai pada pemeriksaan persidangan, terdakwa 
tidak pernah ditahan. Pokoknya pada saat dijatuhkan putusan 
pemidanaan, terdakwa tidak ditahan.  
  (b) Jika terdakwa berada dalam status tahanan 
  Apa yang telah dibicarakan pada saat putusan pidana 
dijatuhkan, terdakwa tidak ditahan. Sekarang yang 
dibicarakan ialah kebalikannya, pada saat putusan pidana 
dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tahanan. Perintah 
status yang dapat dikenakan pengadilan terhadap terdakwa 
pada saat putusan dijatuhkan adalah: 
 
    Menurut Pasal 193 ayat (2) huruf b, pengadilan 
dapat memilih salah satu alternatif di bawah ini: 
   (a)  Memerintahkan terdakwa ”tetap berada dalam tahanan”. 
Alternatif pertama yang dapat dipilih pengadilan, 
memerintahkan atau menetapkan terdakwa yang 
ditahan, supaya ”tetap berada dalam tahanan”. Jadi, 
kalau pada saat pengadilan menjatuhkan putusan 
pemidanaan terhadap terdakwa yang kebetulan sedang 
ditahan, pada saat putusan dijatuhkan atau diucapkan, 
sekaligus dibarengi dengan perintah supaya terdakwa 
tetap berada dalam tahanan. 
(b)  Memerintahkan terdakwa ”tetap berada dalam tahanan” 
  Alternatif kedua yang ditempuh pengadilan, 
mengeluarkan perintah pembebasan terdawa dari 
tahanan. Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b, memberi 
kemungkinan kepada pengadilan untuk memerintahkan 
pembebasan terdakwa dari tahanan sekalipun terdakwa 
yang ditahan dijatuhi putusan pemidanaan. (M.Yahya 
Harahap,SH:347)   
           
 3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Mucikari  
 
 a. Pengertian Tindak Pidana 
   Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan 
”strafbaarfeit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai 
”tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa 
memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang 
dimaksud dengan perkataan ”strafbaarfeit” tersebut. 
 
   Perkataan ”feit” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti ” 
sebagian dari suatu kenyataan” atau ”een gedeelte van de 
werkelijkheid”, sedang ”strafbaarfeit” itu dapat diterjemahkan sebagai 
”sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah 
barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa 
yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan 
bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. 
 
   Menurut Prof.Pompe perkataan ”strafbaarfeit” itu secara teoritis dapat 
dirumuskan sebagai ”suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau 
sebagai ”de normovertreding (verstoring der recht sorde), waaraan de 
overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dientig is voor de 
hardhaving der recht orde en de behartiging van het algemeen 
welzijn”.  
 
   Menurut Prof. Simons telah merumuskan ”strafbaarfeit” itu 
sebagai suatu ”tindakan melanggar hukum” yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
  
 b.  Pengertian Tindak Pidana Mucikari 
   Tindak pidana sebagai germo/mucikari mengambil keuntungan 
dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang 
wanita itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 
506 KUHP, yang rumusan aslinya didalam bahasa Belanda berbunyi 
sebagai berikut : Hij die als souteneur uit de ontucht van eene vrouw 
voordeel trekt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar.  
 Artinya : barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan dari 
perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana dengan 
pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun. Tindak pidana yang 
dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 506 
KUHP itu hanya terdiri dari unsur-unsur obyektif, masing-masing 
yakni :  
1. barang siapa 
2. sebagai seorang germo/mucikari  
3. mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh 
seorang wanita 
 
  Di dalam rumusan tindak pidana yang dimaksudkan 
didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP itu, 
pembentuk Undang-undang telah tidak mensyaratkan keharusan 
adanya sesuatu unsur schuld yang harus dipenuhi oleh pelaku, baik 
itu merupakan suatu kesengajaan maupun suatu ketidak sengajaan. 
Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam 
ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP ialah unsur 
“barang siapa”  
 
Kata “barang siapa” itu menunjukkan orang, baik pria 
maupun wanita, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi 
semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan 
pidana yang diatur didalam Pasal 506 KUHP, maka ia dapat disebut 
sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut.  
 
  Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan 
didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP ialah 
unsur “als souteneur” atau “sebagai seorang germo”. Dipakainya 
kata-kata “sebagai seorang germo” didalam rumusan tindak pidana 
sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu ialah untuk mencegah 
kesalahpahaman tentang siapa sebenarnya dapat dipidana sesuai 
dengan ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 506 KUHP, 
mengingat dalam praktek terdapat berbagai orang yang dapat 
mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh 
seorang wanita, seperti antara lain orang  yang menyewakan kamar 
agar wanita tersebut dapat melakukan suatu perbuatan melanggar 
kesusilaan dengan pihak ketiga. Seperti yang telah diketahui bahwa 
orang yang menyewakan kamar dan seorang wanita dapat melakukan 
suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga itu tidak 
dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 
506 KUHP, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah 
melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 296 KUHP. Karena 
“sebagai seorang germo” itu merupakan salah satu unsur dari tindak 
pidana seperti yang dimaksudkan diatas, maka dengan sendirinya 
unsur tersebut harus didakwakan oleh penuntut umum didalam surat 
dakwaannya. 
 
   Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan 
di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP ialah 
unsur “ mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan 
oleh seorang wanita “ . Undang-undang tidak menjelaskan tentang 
keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam ketentuan 
pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHP, akan tetapi menurut 
professor SIMONS, keuntungan tersebut harus merupakan suatu 
‘materieel voordel’ atau ‘keuntungan yang sifatnya kebendaan’. 
Adanya germo-germo itu merupakan salah satu faktor yang 
terpenting, yang memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan 
melanggar kesusilaan secara luas itu, tidak dapat disangkal lagi 
kebenarannya merupakan penyebab dari mewabahnya penyakit-
penyakit kotor di kalangan masyarakat luas, yang pada giliran 
selanjutnya dapat menyebabkan keturunan dari mereka yang terkena 
penyakit kotor itu mengalami suatu retardasi mental, bahkan juga 
terkena penyakit jiwa. 
 
Diadakannya ketentuan pidana yang melarang orang 
bertindak sebagai germo/mucikari, mengambil keuntungan dari 
perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh 
wanita-wanita dengan pihak-pihak ketiga di dalam KUHP baru 
yang dirancang oleh BABINKUMNAS Departemen Kehakiman RI 
itu merupakan suatu kesalahan yang besar, yang mungkin tidak 
akan dapat dimaafkan oleh generasi mendatang. Kesalahan tersebut 
telah menyebabkan mereka harus menghadapi suatu malapetaka, 
yang sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya orang tidak 
melakukan kesalahan seperti yang dimaksudkan di atas. Menurut 
P.A.F Lamintang, ditinjau dari sifatnya yang melanggar nilai-nilai 
PANCASILA, dewasa ini terdapat cukup alasan untuk merubah 
kualifikasi yang perlu diberikan kepada tindak pidana yang diatur 
dalam Pasal 506 KUHP itu menjadi kejahatan yang diancam  
dengan pidana yang lebih berat dari sekedar pidana kurungan 
selama-lamanya satu tahun. 
 
4. Tinjauan tentang Alat Bukti 
 
Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut 
undang-undang. Di luar alat bukti itu tlah dibenarkan dipergunakan 
untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 
  
Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan 
apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat (1), adalah: 
a. Keterangan saksi 
 1)  Syarat sahnya Keterangan Saksi 
 Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat 
bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan 
tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti 
keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu 
bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-
kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, 
masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti saksi. 
 
Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai 
alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus 
dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:  
  a)  Harus Mengucapkan Sumpah atau Janji  
Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3), dan hal ini sudah 
panjang lebar diuraikan dalam ruang lingkup pemeriksaan 
saksi. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi 
memberikan keterangan “ wajib mengucapkan “sumpah atau 
janji. Adapun sumpah atau janji : 
Dilakukan menurut agamanya masing-masing, lafal sumpah 
atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang 
sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. 
b)  Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti  
Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai 
alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah 
keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 
angka 27 KUHAP : 
 (1) yang saksi lihat sendiri 
(2) Saksi dengar sendiri 
(3) Dan saksi alami sendiri 
(4) Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu 
 
c)  Keterangan Saksi Harus Diberikan di Sidang Pengadilan  
Agar supaya keterangan saksi dinilai sebagai alat bukti, 
keterangan itu harus yang “dinyatakan “ di sidang pengadilan. 
Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Kalau 
begitu keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang 
didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri 
mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai 
alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang 
pengadilan.  
d)  Keterangan Seorang Saksi Saja Dianggap Tidak Cukup  
Mengenai hal ini sudah pernah dibicarakan sehubungan dengan 
masalah uraian prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam 
Pasal 183. supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup 
membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi 
paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. 
Kalau begitu keterangan seorang saksi saja, baru bernilai 
sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi 
dengan alat bukti yang lain. 
 
Dengan memperhatikan uraian diatas dapat ditarik 
kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 
185 ayat (2) adalah: 
(1)  Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling 
sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi” 
(2)   Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja 
maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” atau 
“ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain. 
 
e)  Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri 
Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang 
beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap 
keterangan saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan 
kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena 
sekalipun saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya di 
sidang pengadilan secara “kuantitatif” telah melampaui batas 
minimum pembuktian, belum tentu keterangan mereka secara 
“kualitatif” memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan 
kesalahan terdakwa. Tidak ada gunanya menghadirkan saksi 
yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling 
“berdiri sendiri” tanpa adanya saling hubungan antara yang satu 
dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran 
akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. 
 
Hal yang seperti inilah yang diperingatkan oleh Pasal 
184 ayat (4), yang menegaskan: 
(1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat 
bukti yang sah, dengan syarat, 
(2) Apabila keterangan saksi itu, “ada hubungannya” satu 
dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat 
membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan 
tertentu. 
 
2)   Cara Menilai Kebenaran Keterangan Saksi 
 Pasal 184 ayat (6) menurut kewaspadaan hakim, untuk 
sungguh-sungguh memperhatikan: 
a). Persesuaian antara keterangan saksi 
Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam 
pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara 
terperinci dan sistematis. Jangan seperti yang sering terjadi 
penguraian analisis secara mengambang dan diskriptif. 
 b). Persesuaian Keterangan Saksi Dengan Alat Bukti Lain 
Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam 
persidangan pengadilan terdiri dari saksi dengan alat bukti lain, 
baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang 
maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan 
sungguh-sungguh saling persesuaian maupun antara keterangan 
saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut. 
  c). Alasan Saksi Memberi Keterangan Tertentu 
Dalam hal ini, hakim harus mencari alasan saksi, kenapa 
memberikan keterangan yang seperti itu. Tanpa mengetahui 
alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur 
bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Misalnya 
saksi menerangkan, bahwa ia tidak begitu pasti apakah memang 
benar-benar terdakwa yang ia lihat pada saat peristiwa pidana 
terjadi. Akan tetapi. Baik dari raut, muka, tinggi badan serta 
rambutnya, sangat bersesuian betul dengan terdakwa. Dalam 
contoh ini, saksi memberikan keterangan dengan suatu 
pernyataan keadaan yang kurang pasti. Untuk itu hakim 
berperan menggali alasan saksi. Mungkin alasan saksi benar-
benar mempunyai dasar alasan yang dapat diterima akal. 
3)  Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 
Keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, 
dapat dikelompokkan pada dua jenis: 
a). Keterangan yang diberikan “tanpa sumpah” 
  Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi : 
  (1)  Karena saksi menolak disumpah 
Tentang kemungkinan penolakan saksi bersumpah telah 
diatur dalam Pasal 161, sekalipun penolakan itu tanpa 
alasan yang sah walaupun saksi telah disandera, namun 
saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. 
   (2)  Keterangan Yang  Diberikan Tanpa Sumpah 
Hal ini bisa terjadi sesuai yang diatur dalam Pasal 161, 
yakni saksi yang telah memberikan keterangan dalam 
pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata 
“tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita 
acara penyidikan dibacakan di sidang pengadilan, dalam hal 
ini undang-undang tidak menyebutkan secara tegas nilai 
pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian 
yang dibacakan di sidang pengadilan. 
 (3). Karena Hubungan Kekeluargaan 
Seperti yang sudah dijelaskan, seorang saksi yang 
mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa 
tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah kecuali 
mereka menghendakinya, dan kehendaknya itu disetujui 
secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Jadi, 
seandainya penuntut umum atau terdakwa tidak 
menyetujui mereka sebagai saksi dengan disumpah, Pasal 
169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk 
diperbolehkan memberikan keterangan “tanpa sumpah”. 
Akan tetapi, disinipun undang-undang tidak menyebut 
secara tegas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada 
keterangan seperti ini 
(4). Saksi Termasuk Golongan Yang Disebut Pasal 171 
 Anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun 
dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit 
jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh 
diperiksa memberikan keterangan “tanpa disumpah”, di 
sidang pengadilan. 
 
 b)  Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Disumpah 
Sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang hanya 
melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat 
bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang 
ditentukan undang-undang yakni: 
(1)  Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa ia akan 
menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain daripada 
yang sebenarnya 
(2)  Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa 
pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami 
sendiri dengan menyebut secara jelas sumber 
pengetahuannya. Testimonium de auditu atau keterangan 
saksi yang berupa ulang dari cerita orang lain, tidak 
mempunyai nilai keterangan sebagai alat bukti. 
(3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan. 
Pernyataan keterangan di luar pengadilan tidak 
mempunyai nilai sebagai keterangan yang bernilai sebagai 
alat bukti 
(4)  Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti 
yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum 
pembuktian yang diatur dalam Pasal 183.  
 
b. Keterangan Ahli 
Pasal 1 angka 28 memberi definisi pengertian apa yang disebut 
keterangan ahli yaitu: “keterangan yang diberikan oleh seorang ahli 
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk 
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 
 Yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan 
ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186, agar keterangan 
ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah: 
1)  Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang 
mempunyai “keahlian khusus” tentang sesuatu yang ada 
hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, 
2) Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tetapi tidak 
mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada 
hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak 
mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-
undang. 
 
Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada 
alat bukti keterangan ahli, sepintas lalu sudah disinggung diatas. Pada 
prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai 
kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai 
kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. 
Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat 
bukti keterangan ahli: 
1) Mempunyai nilai kekuatan pembutian “bebas” atau 
“vrijbewijskracht”  
Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang 
sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim, hakim 
bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. 
2)  Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang 
diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja 
tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup 
dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.  
 
c. Alat Bukti Surat 
1)  Pengertian surat sebagai alat bukti 
Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat 
bukti suratpun, hanya diatur dalam satu Pasal saja, yaitu pada Pasal 
187. menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat 
bukti yang sah menurut Undang-undang ialah: 
- surat yang dibuat atas sumpah jabatan 
- atau surat yang dikuatkan dengan sumpah 
2)  Nilai kekuatan pembuktian surat 
Untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat 
bukti surat, dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya 
dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP. 
(a)  Ditinjau dari segi Formal 
Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut dalam 
Pasal 187 huruf a,b,dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. 
Sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat 
secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan 
perundang-undangan. 
(b)  Ditinjau dari segi materiil 
Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut 
dalam Pasal 187 “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan 
mengikat”. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan 
pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan alat bukti surat, 
sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan 
saksi dan alat bukti keterangan ahli. 
 
d. Alat Bukti Petunjuk 
1)  Pengertian alat bukti petunjuk 
Agak sulit menjelaskan pengertian alat bukti petunjuk 
secara konkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun, sering 
mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Kekuranghati-hatian 
mempergunakannya, putusan yang bersangkutan bisa mengambang 
pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya 
putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara 
sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh 
penilaian subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat 
Undang-undang sendiri mungkin memperingatkan hakim, supaya 
penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim: 
dengan tarif bijaksana, serta harus lebih dahulu mengadakan 
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan 
berdasarkan hati nuraninya. 
 2)  Nilai kekuatan pembuktian petunjuk 
Adapun mengenai alat bukti petunjuk secara sifat dan 
kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana yang sudah 
diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, 
keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat 
kekuatan “yang bebas”. 
(a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang 
diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas 
menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya 
pembuktian 
(b) Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri 
membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada 
prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar 
petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, 
harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti 
yang lain. 
e. Keterangan terdakwa 
1)  Pengertian keterangan terdakwa 
Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir 
dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir 
inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan 
proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan 
sesudah pemeriksaan keterangan saksi. 
2)  Asas penilaian keterangan terdakwa 
Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa 
dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana 
keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, 
menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai 
landasan berpijak, antara lain: 
(a)  Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan 
Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti 
yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang 
pengadilan, baik pernyataan yang berupa “penjelasan” atau 
“jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya 
oleh ketua sidang. 
(b) Tentang perbutan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau alami sendiri. Sebagai asas kedua, supaya keterangan 
terdakwa yang dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu 
merupakan pernyataan atau penjelasan: 
-  tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa 
-  tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa 
-  apa yang dialami sendiri oleh terdakwa 
             - keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap      
dirinya sendiri. 
 
 
3)  Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa 
 Seperti yang telah diungkapkan, seribu kalipun terdakwa 
memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang 
bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, 
pengakuan itu tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti 
yang sempurna, menentukan dan mengikat. Seandainya pembuat 
Undang-undang menetapkan nilai pengakuan sebagai alat bukti 
yang sempurna, menentukan dan mengikat, ketentuan seperti itu 
memaksa hakim untuk tidak boleh beranjak dari alat bukti 
pengakuan tersebut. Hakim secara mutlak harus memutuskan  
perkara atas perkara pembuktian pengakuan. ketentuan seperti ini 
sangat berbahaya. karena seperti apa yang telah diterangkan 
terdahulu, orang jahat akan banyak berkeliaran di belakang  
pengakuan  orang yang diupah. Akibatnya orang yang kaya yang 
mampu dan jahat akan semakin jahat. dia akan tetap bebas 
berkeliaran di tengah-tengah masyarakat dengan jalan membeli 
orang miskin yang mau mengaku sebagai orang yang bertanggung 
jawab atas tindak pidana  yang terjadi. akibat buruk yang paling 
jauh, penegakan hukum dapat diperjualbelikan oleh mereka yang 
punya duit. Untunglah pembuat Undang-undang tidak menetapkan 
ketentuan yang seperti itu, sehingga kecil kemungkinan terdapat 
orang jahat yang berlindung dibalik pengakuan seorang terdakwa 
bayaran.(M.Yahya Harahap,SH:285) 
 
B. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
   Dalam melakukan penelitian hendaknya terdapat kerangka berfikir 
yang sistematis dan holistik agar penelitian mendapatkan hasil yang optimal 
dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Eksploitasi 
serta kekuasaan terjadi pada perempuan baik di wilayah domestik maupun 
publik, dalam situasi demikian maka perbedaan, diskriminasi, dan ketidak 
adilan gender tumbuh dengan suburnya, meskipun secara formal dalam 
UUD 1945, hak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, tetapi dalam 
kenyataannya sangat berbeda. Diskriminasi terhadab setiap perbedaan, 
pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang 
mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 
pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan 
kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil 
dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita. 
 
   Salah satu bentuk diskriminasi terhadap wanita atau pelecehan 
terhadap wanita adalah tindak pidana mucikari/germo dimana seseorang 
yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita (Pasal 
506 KUHP), pengaturan tentang mucikari termasuk dalam klasifikasi 
pelanggaran terhadap ketertiban umum dengan hukuman maksimum 1 tahun 
kurungan.  Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, 
dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus 
terjun ditengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu 
menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Karenanya 
apabila hukum dan UU tidak jelas atau ada masalah hukum yang belum 
diatur maka hakim dapat menafsirkan melalui Pasal 27 KUHP tersebut atau 
dengan metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum dan hakim 
harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan 
perkembangan teknologi yang dapat menyelesaikan masalah hukum dengan 
bijaksana dan adil, oleh karena itu perlu diketahui bagaimana penerapan 
sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 KUHP tentang penarikan 
keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses persidangan di Pengadilan 
Negeri. 
 
 
 
 Untuk lebih memperjelas kerangka pikir diatas, maka penulis 
membuat skema sebagai berikut : 
 
 
Diskriminasi Wanita 
 
Tindak Pidana Mucikari / Germo (Pasal 506 KUHP) 
 
Peran Para Penegak Hukum Dalam Penerapan Sanksi Pidana 
 
Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 
KUHP Tentang Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Dalam 
Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A.  Implementasi Pemidanaan terhadap  Pelaku Pelanggaran  Pasal 506 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penarikan Keuntungan 
Atas Perbuatan Cabul Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
 
  1. Kasus Posisi 
 
  Terdakwa Tonnijanto pada hari kamis tanggal 17 Mei 2007 
sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam waktu lain masih 
dalam tahun 2007 bertempat di penampungan Jl. Ahmad Yani No.282 
Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat itu yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta menarik 
keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya 
sebagai pencaharian, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai 
berikut : 
Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sebagai 
pemilik penampungan Jl. Ahmad Yani no.282 Surakarta mempunyai 
5 orang perempuan yang bekerja di penampungan tersebut yaitu 
Cintya Natalia Elin, saksi Endang, saksi Winda Fatmawati bin salim, 
saksi Yuni, dan saksi Titin Hidayatie. Dan cara transaksinya tamu 
yang memerlukan pelayanan layaknya sebagai suami istri datang 
sendiri ke tempat penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 Surakarta 
kemudian tamu tersebut memilih perempuan yang diinginkannya, 
apabila sudah ada perempuan yang diminatinya selanjutnya transaksi 
pembayaran uang antara tamu dengan terdakwa atau dengan salah 
seorang karyawan terdakwa yaitu saksi Sigit Tri Mulyanto dengan 
bayar tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) 
selanjutnya perempuannya dikirimkan ke tempat yang ditentukan 
39 
tamunya (hotel). Kemudian dari hasil pembayaran tersebut anak buah 
terdakwa (perempuannya) selesai melayani tamu dengan cara 
berhubungan intim layaknya sebagai suami isteri mendapat bagian 
uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan sisanya 
Rp. 125.000,- ( seratus dua puluh lima ribu) untuk terdakwa sendiri. 
Jadi prosentasenya antara terdakwa dengan anak buah (perempuan) 
masing-masing mendapat bagian 50% dari total pembayaran tamu. 
Dan  sampai pada waktu penangkapan terhadap terdakwa yaitu hari 
kamis tanggal 17 mei 2007 salah satu anak buah terdakwa yaitu saksi 
Cintya Natalia Elin  sudah melayani tamu short time (waktu pendek) 
sebanyak 1 (satu) kali dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus 
lima puluh ribu) sehingga terdakwa mendapat bagian Rp.125.000,- 
(seratus dua puluh lima ribu) yang selanjutnya dijadikan barang bukti 
dan dibawa ke Poltabes Surakarta bersama-sama dengan terdakwa. 
Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 
506 KUHP.      
 
  2. Identitas Terdakwa 
             Nama   : TONNIJANTO 
           Tempat Lahir  : Yogyakarta 
           Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 16 April 1960 
            Jenis Kelamin  : Laki-laki 
            Kebangsaan  : Indonesia 
              Alamat : Jl. RM. Said No.95 Rt.05 Rw.04 
Punggawan Banjarsari Surakarta atau rumah 
kontrakan waringin rejo No.47 Rt.01 Rw.18 
Kel. Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo 
   Agama   : Katolik 
   Pekerjaan  : Swasta 
        Pendidikan  : SMA 
 
   3. Dakwaan 
         Kesatu 
  Bahwa ia terdakwa TONNIJANTO pada hari kamis tanggal 
17 Mei 2007 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu 
lain yang masih termasuk dalam tahun 2007 bertempat di 
penampungan Jl. Ahmad Yani No.282 Surakarta atau setidak-tidaknya 
pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum 
Pengadilan Negeri Surakarta, menarik keuntungan dari perbuatan 
cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, 
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
  Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebagai pemilik 
penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 Surakarta mempunyai 5 orang 
perempuan yang bekerja di penampungan tersebut yaitu saksi Cintya 
Natalia Elin, saksi Endang, saksi Winda Fatmawati bin Salim, saksi 
Yani dan saksi Titin Hidayatie. Dan cara transaksinya tamu yang 
memerlukan pelayanan layaknya suami istri datang ketempat 
penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 Surakarta kemudian tamu 
tersebut memilih perempuan yang diinginkannya, apabila sudah ada 
perempuan yang diminatinya selanjutnya transaksi pembayaran uang 
antara tamu dengan terdakwa atau dengan salah seorang karyawan 
terdakwa yaitu saksi Sigit Tri Mulyanto dengan membayar tarif 
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) selanjutnya 
perempuannya dikirimkan ke tempat yang ditentukan tamunya (hotel). 
Kemudian dari hasil pembayaran tersebut anak buah terdakwa 
(perempuannya) selesai melayani tamu dengan cara berhubungan intim 
layaknya sebagai suami istri mendapat bagian uang sebesar Rp. 
125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) dan sisanya Rp. 125.000,- 
(seratus dua puluh lima ribu) untuk terdakwa sendiri. Jadi 
prosentasenya antara terdakwa dengan anak buah (perempuannya) 
masing-masing mendapat bagian 50% dari total pembayaran tamu. 
Dan sampai pada waktu penangkapan terhadap terdakwa yaitu hari 
kamis tanggal 17 Mei 2007 salah satu anak buah terdakwa yaitu saksi 
Cintya Natalia Elin sudah melayani tamu short time (waktu pendek) 
sebanyak 1 (satu) kali dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat bagian sebesar 
Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya 
dijadikan bukti dan dibawa ke Poltabes Surakarta bersama-sama 
dengan terdakwa. 
 
       4.  Tuntutan Penuntut Umum 
  a. Menyatakan terdakwa :TONNIJANTO, bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam pasal 506 KUHP. 
 b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa :TONNIJANTO, dengan 
pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa 
ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan 
  c. Barang bukti berupa : 
.  uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu 
rupiah), dirampas untuk negara 
d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). 
      5.  Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Pengadilan Negeri Surakarta telah membaca surat-surat dalam 
berkas perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, 
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, mendengar 
uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan telah mendengar 
pembelaan/pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya memohon 
keringanan hukuman oleh karena terdakwa telah kapok, menyesal dan 
mengakui perbuatannya. 
 
 
 
 Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan 
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 
KUHP. Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah 
dibacakan di Persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan 
memahaminya. 
 
 Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar pula keterangan  
 Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula dari 
keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengakui 
perbuatannya sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik. 
 
 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka telah 
didapat fakta-fakta sebagai berikut :  
Keterangan Saksi-saksi 
a. Saksi Sarimin 
  Di depan persidangan saksi telah disumpah menurut 
agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai 
berikut: 
   1). Bahwa benar pada hari kamis tanggal 17 Mei 2007 sekira jam 
23.00 Wib bertempat di Penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 
Surakarta, saksi bersama-sama dengan saksi Agus Susanto, dan 
saksi Apriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
karena terdakwa sebagai mucikari yang mengambil untung dari 
pelacuran. 
2). Bahwa benar saksi mendapat perintah dari atasan untuk 
melakukan operasi kepolisian dengan sandi Bunga dengan 
saksi Sarimin dan saksi Apriyanto.  
  3). Bahwa benar Penampungan wanita beralamat di Jl. Ahmad 
Yani No. 282 Surakarta pemiliknya adalah terdakwa dan 
sewaktu saksi bersama-sama dengan saksi Agus Susanto dan 
saksi Apriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
ada 5 (lima) orang wanita Pekerja Seks Komersial yaitu saksi 
Cintya Natalia Elin, saksi Endang, saksi Winda Fatmawati bin 
Salim, saksi Yani dan saksi Titin Hidayatie yang sedang 
menunggu para tamu yang akan ke Penampungan tersebut.  
4). Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Sarimin, dan 
saksi Apriyanto mengamanlan uang sebesar Rp. 125.000,- 
(seratus dua puluh lima ribu rupiah). 
 5). Bahwa benar saksi Cintya Natalia Elin juga mendapat bagian 
sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan 
tetapi sudah habis untuk kebutuhannya sendiri. 
 
   b.Saksi Apriyanto 
 Di depan persidangan saksi telah disumpah menurut agama 
Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
1)  Bahwa benar pada hari kamis tanggal 17 Mei 2007 sekira jam 
23.00 Wib bertempat di Penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 
Surakarta, saksi bersama-sama dengan saksi Agus Susanto, dan 
saksi Sarimin melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
karena terdakwa sebagai mucikari yang mengambil untung dari 
pelacuran. 
2) Bahwa benar saksi mendapat perintah dari atasan untuk 
melakukan operasi kepolisian dengan sandi Bunga dengan 
saksi Sarimin dan saksi Apriyanto.  
3)  Bahwa benar Penampungan wanita beralamat di Jl. Ahmad 
Yani No. 282 Surakarta pemiliknya adalah terdakwa dan 
sewaktu saksi bersama-sama dengan saksi Agus Susanto dan 
saksi Apriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
ada 5 (lima) orang wanita pekerja seks komersial yaitu saksi 
Cintya Natalia Elin, saksi Endang, saksi Winda Fatmawati bin 
Salim, saksi Yani dan saksi Titin Hidayatie yang sedang 
menunggu para tamu yang akan ke penampungan tersebut.  
4)  Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Sarimin, dan 
saksi Apriyanto mengamankan uang sebesar Rp. 125.000,- 
(seratus dua puluh lima ribu rupiah). 
5)  Bahwa benar saksi Cintya Natalia Elin juga mendapat bagian 
sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) akan 
tetapi sudah habis untuk kebutuhannya sendiri. 
 
 c. Sigit Tri Mulyanto  
 Di depan persidangan saksi telah disumpah menurut agama 
Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
1)  Bahwa benar saksi bekerja di tempat terdakwa dibagian umum 
seperti terima tamu, antar jemput PSK dan menerima bayaran 
dari tamu yang diboking PSK di tempat Penampungan Jl. 
Ahmad Yani No. 282 Surakarta milik terdakwa. 
2)  Bahwa benar pada hari kamis tanggal 17 Mei 2007 sekira jam 
23.00 Wib bertempat di Penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 
Surakarta terdakwa ditangkap oleh saksi Sarimin dkk, dan 
sudah ada yang diboking 1(satu) orang yaitu saksi Cintya 
Natalia Elin. 
3) Bahwa benar setiap harinya penampungan milik terdakwa 
tersebut buka pertama kali sekitar jam 11.00 Wib s/d 24.00 
Wib, pada saat tamu datang ke penampungan tersebut 
dipersilahkan untuk duduk di ruang tamu selanjutnya saksi 
memanggil perempuan / PSK tersebut untuk keluar dan duduk 
di tempat yang telah disediakan, selanjutnya tamu yang duduk 
di ruang tamu tinggal memilih salah satu perempuan / PSK 
yang diminatinya dan perempuan yang diminatinya bisa 
langsung dibawa oleh tamu atau PSKnya tersebut diantar saksi 
sesuai tempat/hotel yang ditentukan oleh tamunya. 
4) Bahwa benar kemudian tamunya tersebut tinggal membayar 
sesuai tarif bokingan yaitu Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah), maka PSK mendapat bagian Rp. 125.000,- (seratus 
dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 125.000,- (seratus dua 
puluh lima ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa, jadi 
prosentasenya masing-masing mendapat bagian 50%. 
5)  Bahwa benar pada hari kamis tanggal 17 Mei 2007 bagian uang 
hasil bokingan PSK yaitu saksi Cintya Natalia Elin sebesar Rp. 
125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut telah 
diterima oleh terdakwa. 
6)  Bahwa benar PSK yang berada di penampungan Jl. Ahmad 
Yani No. 282 Surakarta sekitar 5(lima) orang yaitu Titin, 
Winda, Endang, Cintya Natalia Elin. 
7)  Bahwa benar penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 Surakarta 
tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. 
 d.  Titin Hidayatie 
  Depan persidangan saksi telah disumpah menurut agama 
Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 
1)  Bahwa benar pada hari kamis tanggal 17 Mei 2007 sekira jam 
23.00 Wib bertempat di Penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 
Surakarta, saksi bersama-sama dengan saksi Agus Susanto, dan 
saksi Sarimin melakukan penangkapan terhadap terdakwa 
karena terdakwa sebagai mucikari yang mengambil untung dari 
pelacuran. 
 2) Bahwa benar saksi mulai bekerja di penampungan tersebut 
sejak bulan Desember 2006. 
 3)  Bahwa benar yang dilakukan saksi adalah menunggu tamu 
yang akan memboking saksi untuk melayani tamu layaknya 
hubungan suami istri dengan tarif setiap memboking saksi 
untuk melayani tamu tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah). 
4)  Bahwa benar saksi melayani tamu layaknya hubungan suami 
istri dilakukan di hotel yang ditentukan tamunya. 
5)  Bahwa benar sistem pembayarannya tamu datang langsung 
memberikan uang bokingan tersebut kepada terdakwa atau 
melalui saksi Sigit Tri Mulyanto. 
6)  Bahwa benar sistem pembagiannya dengan terdakwa selaku 
pemilik penampungan tersebut adalah fifty-fifty (50%) saksi 
menerima setengah dari pembayaran tamu yaitu sebesar Rp. 
125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). 
7  Bahwa benar selain saksi yang bekerja sebagai PSK di 
penampungan tersebut ada lainnya yaitu saksi Yani, saksi 
Winda, saksi Endang, saksi Cintya Natalia Elin. 
8)  Bahwa benar maksud saksi bekerja di penampungan tersebut 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.    
    
             Keterangan Terdakwa 
 
   Keterangan terdakwa Tonnijanto 
1)  Bahwa benar terdakwa Tonnijanto pada hari kamis tanggal 17 Mei 
2007 sekira jam 23.00 Wib bertempat di penampungan Jl. Ahmad 
Yani No. 282 Surakarata telah menarik keuntungan dari perbuatan 
cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian. 
2) Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas 
terdakwa sebagai pemilik penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 
Surakarta mempunyai 5 (lima) orang perempuan yang bekerja di 
penampungan tersebut yaitu saksi Cintya Natalia Elin, saksi 
Endang, saksi Winda Fatmawati bin Salim, saksi Yani, dan saksi 
Titin Hidayatie. 
3)  Bahwa benar cara transaksinya tamu yang memerlukan pelayanan 
layaknya sebagai suami istri datang sendiri ke tempat 
penampungan Jl. Ahmad Yani No. 282 Surakarta kemudian tamu 
tersebut memilih perempuan yang diminatinya yang selanjutnya 
transaksi pembayaran uang antara tamu dengan terdakwa atau 
dengan salah seorang karyawan terdakwa yaitu saksi Sigit Tri 
Mulyanto dengan membayar tarif Rp. 250.000,- (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah) selanjutnya perempuannya dikirimkan ke 
tempat yang ditentukan tamunya (hotel). 
4)  Bahwa benar dari hasil pembayaran tersebut anak buah terdakwa 
(perempuannya) selesai melayani tamu dengan cara berhubungan 
intim layaknya sebagai suami istri mendapat bagian uang sebesar 
Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Rp. 
125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa 
sendiri. Jadi prosentasenya antara terdakwa dengan anak buah 
(perempuan) masing-masing mendapat bagian 50% dari total 
pembayaran tamu. Apabila uang bokingan diterima saksi Sigit Tri 
Mulyanto maka uang tersebut dibagi dua, Rp.125.000,- untuk 
PSK, dan Rp.125.000,- diserahkan kepada terdakwa. 
5)  Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu hari 
kamis tanggal 17 Mei 2007 salah satu anak buah terdakwa yaitu 
saksi Cintya Natalia Elin sudah melayani tamu short time (waktu 
pendek) sebanyak 1 (satu) kali dengan tarif sebesar Rp. 250.000,- 
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat 
bagian sebesar Rp. 125.000,- (sratus dua puluh lima ribu rupiah) 
yang selanjutnya dijadikan barang bukti dan dibawa ke Poltabes 
Surakarta bersama-sama dengan terdakwa.    
   
 
 6.  Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana yang Didakwakan 
Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat 
alternatif, yaitu : Dakwaan Kesatu (Primer) : Melanggar Pasal 506 
KUHP yang unsur-unsurnya adalah : 
       a. Barang siapa 
 Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang 
dapat menjadi subyek suatu tindak pidana dan dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diketemukan 
alasan untuk menghapus kesalahan. Berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan 
pengakuan terdakwa terungkap, bahwa terdakwa TONNIJANTO 
adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian 
unsur Barang Siapa telah terbukti. 
 
  b.  Sebagai Mucikari 
 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka 
diperoleh fakta hukum bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2007 
sekira jam 23.00 Wib petugas kepolisian yang sedang melakukan 
operasi telah menangkap terdakwa yang bertindak sebagai 
Pengelola/Penanggung jawab dari tempat penampungan para PSK 
di jalan Ahmad Yani No. 282 dan saat itu didapati 5 (lima) orang 
PSK dengan tarif Rp. 250.000,- (short time). Bahwa dari tarif 
tersebut, PSK memperoleh bagian separuhnya sedangkan 
separuhnya lagi diambil oleh terdakwa, dan jika melalui perantara 
yang memberinya dalah terdakwa sebesar Rp. 25% dari bagian 
terdakwa. 
Bahwa kebutuhan PSK akan makan, minum, tempat tinggal dan 
pengobatan ditanggung oleh terdakwa sebagai pengelola. 
 
 Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka unsur ke-2 
diatas telah terpenuhi. 
.c. Telah Mengambil Untung Dari Pelacuran  
 Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa maka 
diperoleh fakta hukum bahwa benar para pengunjung yang ingin 
bersetubuh/kencan dengan para PSK yang ada dalam 
pengelolaan/asuhan terdakwa dikenakan tarif Rp. 250.000,- (short 
time) 
 Menimbang, bahwa dari tarif kencan para PSK tersebut, 
para PSK memperoleh bagian separuhnya sedangkan separuh lagi 
diambil oleh terdakwa, dan jika melalui perantara yang 
memberinya adalah terdakwa yaitu 25% dari bagian terdakwa dan 
uang yang terdakwa kutip dari para PSK tersebut digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan PSK tersebut. 
 
 Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur ke-3 
diatas sudah terpenuhi. 
 
 Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut 
hukum dan keyakinan 
  
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah 
dipertimbangkan tersebut di atas yaitu keterangan saksi-saksi yang 
dihubungkan adanya barang bukti serta pengakuan terdakwa, maka 
ternyata bahwa : perbuatan terdakwa telah memenuhi unsut-unsur 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka kepada terdakwa harus 
dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan 
perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan 
kesatu dan kedua. 
 
 Menimbang, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan 
bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. 
   Keempat unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti. 
 
 
7.  Amar Putusan    
 
a. Menyatakan terdakwa TONNIJANTO terbukti secara sah dan 
meyakinka bersalah melakukan tindak pidana sebagai Mucikari 
mengambil untung dari pelacuran perempuan. 
b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan 
pidana penjara selama 3(tiga) bulan. 
c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
d. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. 
e. Memerintahkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 125.000,- 
dirampas untuk negara. 
f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)  
  
8.  Pembahasan 
     Setelah mempelajari dan memahami segala sesuatu hal 
mengenai proses pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa dalam 
Berita Acara Persidangan Nomor : 261/Pid.B/2007/PN.Ska dan 
wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, maka 
penulis mencoba memberikan pembahasan mengenai implementasi 
pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP tentang 
penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses pemeriksaan 
di persidangan mulai dari awal sidang sampai dengan putusan. Secara 
garis besar, implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran 
Pasal 506 KUHP tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul 
tersebut adalah sebagai berikut : 
   Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku 
pelanggaran Pasal 506 KUHP adalah bahwa Hakim menjatuhkan 
sanksi pidana tidak sesuai yang diatur dalam Pasal 506 KUHP yaitu 
pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Hakim 
Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan walaupun Hakim juga menganggap bahwa pidana selama 
3 (tiga) bulan kurungan ini masih terlalu ringan bagi terdakwanya, 
akan tetapi disini Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk 
menjatuhkan sanksi pidana lebih dari sanksi pidana yang dituntut oleh 
Jaksa Penuntut Umum, pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dirasa 
kurang adil karena pelanggaran ini berkaitan dengan ketidakadilan 
gender dimana seorang wanita dilecehkan harga dirinya, oleh sebab itu 
Hakim selalu menjatuhkan secara maksimal akan tetapi Jaksa Penuntut 
Umum tidak menuntut terdakwa dengan pemidanaan yang sesuai 
dengan Pasal 506 KUHP. 
 
Menurut pendapat penulis penerapan pemidanaan terhadap 
pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Surakarta masih terlalu ringan yaitu dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan penarikan 
keuntungan atas perbuatan cabul yang digunakan sebagai mata 
pencahariannya, sedangkan didalam Pasal 506 KUHP ini berbunyi 
sebagai berikut : Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan 
cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Adapun 
didalam Pasal 506 KUHP Belanda sebelum diadopsi menjadi KUHP 
Indonesia berbunyi sebagai berikut :   
Hij die souteneur uit de ontucht van eene vrouw voordeel trekt, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar.  
Yang artinya : barang siapa sebagai germo mengambil keuntungan 
dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana 
dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun. 
 
 Menurut Penulis seharusnya dalam hal ini Jaksa Penuntut 
Umum menuntut terdakwa dengan sanksi pidana berupa kurungan 
selama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim dapat menjatuhkan 
pemidanaan terhadap terdakwa secara maksimal yaitu  1 (satu ) tahun 
kurungan sesuai dengan Pasal 506 KUHP, pidana kurungan selama 1 
(satu) tahun ini sangat pantas dijatuhkan terhadap terdakwa dan 
dengan kurungan 1 (satu) tahun ini diharapkan dapat memberikan efek 
jera kepada pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP karena dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak akan memberikan efek 
jera kepada pelaku, dalam Pasal 506 KUHP ini juga tidak terdapat 
denda yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP 
sehingga pidana berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan tanpa adanya 
denda adalah sangat ringan bagi pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP 
ini. 
 
  Dalam hal ini seharusnya Hakim dapat menjatuhkan 
pemidanaan secara maksimal dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
a. Para pelaku mengetahui dan membenarkan surat dakwaan dari 
Jaksa Penuntut Umum seperti yang telah penulis uraikan di atas. 
b.  Alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam 
sidang pengadilan sudah cukup memadai untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa yaitu paling sedikit dua alat bukti yang sah 
dan antara alat bukti satu dengan yang lainnya terdapat 
persesuaian. Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
adalah: 
-  saksi Sarimin 
-  saksi Apriyanto 
-  saksi Sigit Tri Mulyanto 
-  saksi Titin Hidayatie 
-  uang senilai Rp. 125.000,- 
c. Tindak pidana mucikari yang dilakukan terdakwa telah terbukti 
secara sah menurut hukum dan keyakinan hakim. 
 
  Menilik pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa berupa 
dakwaan tunggal tanpa adanya dakwaan alternatif dakwaan lain, 
seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tunggal sehingga 
jika dakwaan pertama tidak terbukti, pelaku dapat dijerat dengan 
alternatif dakwaaan lain sebagai antisipasi agar pelaku tidak terlepas 
dari jeratan hukum dan dakwaan alternatif tersebut harus berkaitan 
dengan tindak pidana yang yang dilakukan, untuk pelaku didalam 
dakwaan dinyatakan bahwa yang mengetahui kejadian tindak pidana 
Mucikari adalah saksi Sarimin, saksi Apriyanto, saksi Sigit Tri 
Mulyanto, saksi Titin Hidayatie, saksi Cintya Natalia Elin, saksi Yuni, 
saksi Endang, disini terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum belum 
cermat dalam menyusun dakwaaannya. 
 
  Menilik pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 
terdakwa, menurut pendapat penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
kepada terdakwa lebih ringan masing-masing berupa pidana penjara 5 
(lima) bulan dikurangi dalam masa tahanan sementara jika 
dibandingkan dengan ancaman pidana yang ada didalam Pasal 506 
KUHP berupa pidana penjara1 (satu) tahun kurungan. Jaksa Penuntut 
Umum dalam hal ini belum menuntut terdakwa secara maksimum, 
dimana Jaksa Penuntut Umum telah mempunyai dua alat bukti ( saksi 
Sarimin, saksi Apriyanto, saksi Sigit Tri Mulyanto, saksi Titin 
Hidayatie) dan barang bukti ( uang sebanyak Rp. 125.000,-) sehingga 
membuat Jaksa Penuntut Umum dapat memutuskan untuk menuntut 
terdakwa secara maksimum yaitu 1 (satu) tahun kurungan. 
    
 
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Hakim Dalam Penerapan Sanksi 
Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Pasal 506 KUHP tentang 
Penarikan Keuntungan Atas Perbuatan Cabul Dalam Proses Persidangan 
Di Pengadilan Negeri Surakarta 
 
     1. Peranan Aparat Penegak Hukum 
  Hambatan yang dihadapi dalam implementasi pemidanaan  
terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP adalah apabila Aparat 
Penegak hukum tidak dapat menemukan saksi maupun barang bukti pada 
saat melakukan penangkapan maupun menghadirkan saksi pada saat proses 
pemeriksaan di Persidangan, dengan tidak adanya saksi maupun barang 
bukti pada saat proses pemeriksaan di Persidangan membuat hakim tidak 
dapat memutuskan/ menerapkan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam 
Pasal 506 KUHP, dimana dalam Pasal 506 KUHP menerangkan bahwa 
seseorang yang menarik keuntungan atas perbuatan cabul di pidana penjara 
selama, 1 (satu) tahun kurungan dan dengan adanya hambatan tersebut maka 
Hakim tidak dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal.  
 
  Akan tetapi dalam hal ini khususnya di Pengadilan Negeri 
Surakarta belum pernah mengalami hambatan dalam menerapkan sanksi 
pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 506 KUHP tentang penarikan 
keuntungan atas perbuatan cabul, karena selama ini Aparat Penegak Hukum 
selalu dapat menemukan saksi maupun barang bukti.  
 
 2.   Terbatasnya Kewenangan Hakim  
 Hakim tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam 
menerapkan sanksi pidana lebih dari sanksi pidana yang dituntut oleh 
Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim hanya dapat menerapkan sanksi 
pidana sesuai dengan tuntutan, dalam hal ini sanksi pidana yang 
dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku pelanggar Pasal 
506 KUHP (Pelaku Tindak Pidana Mucikari) adalah tidak sesuai dengan 
dengan Pasal 506 KUHP yaitu sanksi pidana berupa kurungan selama 3 
(tiga) bulan sedangkan di dalam Pasal 506 KUHP menjatuhkan sanksi 
pidana kepada pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) tahun,  sanksi pidana berupa kurunga selama 3 
(tiga) bulan  tersebut dianggap oleh para hakim sangat terlalu ringan dan 
pelaku pelanggar Pasal 506 KUHP pantas mendapatkan sanksi pidana 
lebih dari 3 (bulan) kurungan, akan tetapi dalam hal ini Hakim tidak 
mempunyai kekuasaan dalam menerapkan sanksi pidana lebih dari yang 
dituntut sehingga penerapan sanksi pidana tidak dapat 
menerapkan/mewujudkan keadilan, khususnya keadilan bagi perempuan 
yang menjadi korban dalam pelanggaran Pasal 506 KUHP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
 
1. Implementasi pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP 
tentang penarikan keuntungan atas perbuatan cabul dalam proses 
persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta adalah sanksi pedana 
dijatuhkan terhadap pelaku berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan, 
penjatuhan pidana ini tidak sesuai dengan pemidanaan yang tercantum 
dalam Pasal 506 KUHP.  
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap 
pelaku pelanggaran Pasal 506 dalam proses persidangan di Pengadilan 
Negeri Surakarta adalah apabila aparat penegak hukum tidak menghadirkan 
saksi maupun barang bukti lainnya dalam proses pemeriksaan di 
persidangan serta tidak dimilikinya kewenangan Hakim untuk menjatuhkan 
sanksi pidana lebih dari sanksi pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut 
Umum, karena sanksi pidana 3 bulan kurungan dirasa masih terlalu ringan.  
 
B. Saran-saran 
 
1. Sebaiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Pasal 506 tentang tindak Pidana 
penarikan keuntungan atas perbuatan cabul, karena sanksi yang terdapat 
dalam Pasal tersebut dirasa masih terlalu ringan dan tidak memberikan efek 
jera pada pelakunya. 
2. Sebaiknya Aparat Penegak Hukum dapat selalu mengahdirkan saksi maupun 
berang bukti lainnya dalm proses pemeriksaan di persidangan sehingga 
Hakim tidak akan menemui hambatan dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku pelanggaran Pasal 506 KUHP dan dapat menjatuhkan 
sanksi pidana secara maksimal.  
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